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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 133 TAHUN 2016
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN
DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, diatur bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga
sebagai Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan
bertanggung jawab terhadap pengelolaan Barang Milik
Negara yang ada dalam penguasaannya,;

bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan huruf a dan
dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 229/KM.6/2016 tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang
telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri
Keuangan, maka perlu dilakukan pelimpahan sebagian
wewenang Menteri Perhubungan dalam rangka Pengelolaan
Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian

Perhubungan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon | dan
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Mengingat: 1.

Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja  di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Pelimpahan Sebagian
Wewenang Menteri Perhubungan dalam Rangka
Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan

Kementerian Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhnubungan Nomor PM 39 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik
Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Peraturan Menteri Perhnubungan Nomor PM 83 Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional
Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1917);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab
Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1012);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di
Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2069);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI
PERHUBUNGAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG
MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman
serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara dalam hal
ini Menteri Keuangan.

Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Perhubungan
adalah Menteri Perhubungan yang bertindak sebagai
pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara di
lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang selanjutnya disingkat KPB adalah Kepala
Kantor/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja atau pejabat di
lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna
Barang atau Kuasa Pengguna Barang, dalam mengelola dan
menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi instansi yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dalam bentuk
sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan/atau
bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak

mengubah status kepemilikan.
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Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik
negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat
keputusan dari pejabat  yang berwenang untuk
membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang
dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi
dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN
sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual,
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai
penyertaan modal negara.

Penilaian BMN adalah suatu proses kegiatan penelitian yang
selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan
dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk
memperoleh nilai BMN.

Harga taksiran adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh
Tim/Panitia yang dibentuk pejabat berwenang dalam rangka
pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan.
Penerimaan Umum adalah penerimaan negara bukan pajak
yang berlaku umum pada Kementerian Negara/ Lembaga
yang berasal dari pemanfaatan atau pemindahtanganan
Barang Milik Negara yang tidak termasuk dalam jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dapat
digunakan/diperhitungkan untuk membiayai kegiatan
tertentu oleh instansi bersangkutan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pelimpahan Wewenang Menteri Perhubungan adalah suatu
perbuatan hukum yang diberikan kepada Pimpinan Unit
Kerja Eselon |, Biro yang menangani Pengelolaan Barang
Milik Negara dan Kepala Kantor/ Unit Pelaksana
Teknis/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan, untuk menandatangani surat permohonan
dalam rangka pengajuan usul penetapan status penggunaan,
pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan kepada
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
(PKNSI), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
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13.

14.

15.

16.

17.

Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) dan Kepala Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian
Perhubungan yang selanjutnya disebut Sesjen.

Pimpinan Unit Kerja Eselon | adalah Direktur Jenderal dan
Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Kepala Kantor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis
(UPT)/Kepala Satuan Kerja (Satker) di lingkungan
Kementerian Perhubungan.

Per Usulan yaitu jumlah nilai keseluruhan Barang Milik
Negara yang diusulkan dalam satu proses Penetapan Status
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
pemusnahan dan penghapusan.

Nilai Perolehan adalah nilai yang tercatat dalam daftar
barang pengguna/kuasa pengguna atau laporan barang

pengguna/kuasa pengguna.

BAB 11
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA

Pasal 2

BMN sebelum digunakan terlebih dahulu harus ditetapkan

status penggunaannya.

Termasuk dalam penetapan status penggunaan BMN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. penetapan status penggunaan BMN pada Pengguna
Barang, pengalihan status penggunaan BMN dan
penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang
Lain;dan/atau

b. penetapan status penggunaan BMN untuk
dioperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka
melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi.
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Bagian Kesatu

Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara pada

Pengguna Barang, pengalihan status penggunaan Barang Milik

Negara dan penggunaan sementara Barang Milik Negara oleh

Pengguna Barang Lain

Pasal 3

Berkenaan dengan penetapan status penggunaan BMN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, BMN

dibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagaimana dimaksud

pada Lampiran | a, Lampiran | b dan Lampiran | ¢ sebagai

berikut:

a. Kilasifikasi 1 berupa:

1)

tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN
per usulan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah);dan/atau

selain tanah dan atau bangunan dengan nilai perolehan
BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima

puluh miliar rupiah);

b. Klasifikasi 2 berupa:

1)

tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN
per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah);dan/atau

selain tanah dan atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN per usulan di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

miliar rupiah);

c. Klasifikasi 3 berupa:

1)

tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN
per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00

(lima puluh miliar rupiah);dan/atau
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2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) sampai dengan
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Klasifikasi 4 berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN
per wusulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah);

2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN per usulan sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);dan/atau

3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan
BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah).

Pasal 4

Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 1

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN),
persetujuan/penolakan pengalihan status penggunaan
BMN dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara
BMN oleh Pengguna Barang Lain menjadi kewenangan
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan
dengan disertai dataZdokumen pendukung kepada
pimpinan unit kerja Eselon | terkait;

Eselon | meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian
rencana awal terhadap usul status penggunaan BMN
tersebut, apabila terbukti tidak sesuai dengan rencana
program, Pimpinan unit kerja Eselon | memerintahkan
perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB yang
bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan

Perlengkapan;
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Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c¢, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Sesjen;

Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan
kepada Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal Kekayaan
Negara;dan

Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan
Negara menetapkan status penggunaan Barang Milik
Negara (BMN), persetujuan/penolakan pengalihan status
penggunaan BMN dan persetujuan/penolakan penggunaan
sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, kemudian
diteruskan secara berjenjang sampai kepada Kepala
Kantor/UPT/Satker/KPB.

Pasal 5

Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Penetapan status penggunaan BMN, persetujuan/
penolakan pengalihan status penggunaan BMN dan
persetujuan/penolakan penggunaan sementara BMN oleh
Pengguna Barang Lain menjadi kewenangan Direktur
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;

Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan
dengan disertai data/dokumen pendukung kepada
pimpinan unit Kerja Eselon | terkait;

Eselon | meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian
rencana awal terhadap usul status penggunaan BMN
tersebut, apabila terbukti tidak sesuai dengan rencana
program, Pimpinan unit kerja Eselon | memerintahkan
perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB yang
bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan
Perlengkapan;

Setelah dilakukan penyesuaian selanjutnya Pimpinan unit
kerja Eselon | mengajukan permohonan kepada Kepala Biro

Keuangan dan Perlengkapan;
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Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal
Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan
Negara dan Sistem Informasi;dan

Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi menetapkan status penggunaan BMN,
persetujuan/penolakan pengalihan status penggunaan
BMN dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara
BMN oleh Pengguna Barang Lain, kemudian diteruskan
secara berjenjang sampai kepada Kepala Kantor/UPT/
Satker/KPB.

Pasal 6

Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Penetapan status penggunaan BMN, persetujuan/
penolakan pengalihan status penggunaan BMN dan
persetujuan/penolakan penggunaan sementara BMN oleh
Pengguna Barang Lain menjadi kewenangan Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kakanwil
DJIKN);

Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan
dengan disertai data/dokumen pendukung kepada
Kakanwil DJKN dengan tembusan pimpinan unit kerja
Eselon | terkait;dan

Setelah Kakanwil DJKN menetapkan status penggunaan
BMN, persetujuan/penolakan pengalihan status
penggunaan BMN dan persetujuan/penolakan penggunaan
sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, Kepala
Kantor/UPT/Satker/KPB memberi informasi kepada
pimpinan unit kerja Eselon | terkait, dengan tembusan Biro

Keuangan dan Perlengkapan.
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Pasal 7

Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 4

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penetapan status penggunaan BMN, persetujuan/ penolakan
pengalihan status penggunaan BMN dan
persetujuan/penolakan penggunaan sementara BMN oleh
Pengguna Barang Lain menjadi kewenangan Kepala KPKNL;

b. Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan
dengan disertai data/dokumen pendukung kepada Kepala
KPKNL dengan tembusan pimpinan unit kerja Eselon |
terkait;dan

c. Setelah Kepala KPKNL menetapkan status penggunaan BMN,
persetujuan/penolakan pengalihan status penggunaan BMN
dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara BMN
oleh Pengguna Barang Lain, Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB
memberi informasi kepada pimpinan unit kerja Eselon |

terkait, dengan tembusan Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Bagian Kedua
Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara untuk
dioperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka melaksanakan

pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Pasal 8
Berkenaan dengan Penetapan status penggunaan BMN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, BMN
dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi sebagai berikut:
a. Kilasifikasi 1 berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN
per usulan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar
rupiah);dan/atau

2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan
BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh

miliar rupiah);
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Klasifikasi 2 berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN
per usulan sampai dengan Rp100.000.000.000,-
(seratus miliar rupiah);dan/atau

2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN per usulan sampai dengan
Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 9

Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 1

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan
oleh pihak lain menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.g.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,;

Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan
dengan disertai data/dokumen pendukung kepada pimpinan
unit kerja Eselon | terkait;

Eselon | meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian
rencana awal terhadap usulan status penggunaan BMN
tersebut, apabila terbukti tidak sesuai dengan rencana
program, Pimpinan unit kerja Eselon | memerintahkan
perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB yang
bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan
Perlengkapan;

Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf ¢, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Sesjen;

Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan
Negara;dan

Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan
Negara menetapkan status penggunaan BMN untuk
dioperasionalkan oleh pihak lain, kemudian diteruskan
secara berjenjang sampai kepada Kepala
Kantor/UPT/Satker/KPB.
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Pasal 10

Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan
oleh pihak lain menjadi kewenangan Direktur Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;

b. Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan
dengan disertai data/dokumen pendukung kepada pimpinan
unit kerja Eselon | terkait;

c. Eselon 1 meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian
rencana awal terhadap usulan status penggunaan BMN
tersebut. Apabila terbukti tidak sesuai dengan rencana
program, pimpinan unit kerja Eselon | memerintahkan
perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB yang
bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan
Perlengkapan;

d. Setelah dilakukan penyesuaian selanjutnya Pimpinan unit
kerja Eselon | mengajukan permohonan kepada Kepala Biro
Keuangan dan Perlengkapan;

e. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan
Perlengkapan mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;dan

f. Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi menetapkan status penggunaan BMN untuk
dioperasionalkan oleh pihak lain, kemudian diteruskan
secara berjenjang sampai kepada Kepala
Kantor/UPT/Satker/KPB.

Pasal 11
Klasifikasi pelimpahan kewenangan Penetapan  Status
Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum pada Lampiran | a, Lampiran | b dan Lampiran | ¢
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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BAB 1
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 12

(1) Pemanfaatan BMN dalam Peraturan Menteri ini merupakan

pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Kantor/UPT/Satker dengan

tidak mengubah status kepemilikan.

(2) Termasuk dalam pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berupa:

a.

b
C.
d

sewa;

pinjam pakai;

kerjasama pemanfaatan;

Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG);

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Bagian Kesatu

Sewa

Pasal 13

Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a,

merupakan pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka

waktu tertentu dengan menerima imbalan sewa yang dibayar

sekaligus dimuka.

Pasal 14

Untuk sewa BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BMN

dibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagaimana dimaksud

pada lampiran Il b Peraturan Menteri ini yaitu:

a. Kilasifikasi 1 berupa:

1)

tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai
perolehan BMN per usulan di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar

rupiah);dan/atau
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BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan disewakan per usulan di
atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Klasifikasi 2 berupa:

1)

tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai
perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,-
(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah);dan/atau

BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan disewakan per usulan di
atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Klasifikasi 3 berupa:

1)

tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai
perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);dan/atau
BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan disewakan per usulan di
atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah).

Klasifikasi 4 berupa:

1)

tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai
perolehan BMN per usulan sampai dengan
Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);dan/atau

BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan disewakan per usulan
sampai dengan Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima

ratus juta rupiah).
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Pasal 15

Untuk sewa BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

BMN yang dalam kondisi belum atau tidak digunakan oleh

Pengguna Barang atau Pengelola Barang;

Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak

ditandatangani perjanjian, dan dapat diperpanjang;

Perpanjangan jangka waktu sewa dilakukan oleh Pengguna

Barang setelah terlebih dahulu dievaluasi oleh Pengguna

Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang;dan

Penghitungan nilai BMN dalam rangka penentuan besaran

sewa dilakukan sebagai berikut:

1) Penghitungan nilai BMN untuk tanah dan/atau
bangunan yang berada pada Pengguna Barang
ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat
melibatkan instansi teknis terkait dan/atau penilai;

2) Penghitungan nilai BMN selain tanah dan/atau
bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang dan
dapat melibatkan instansi teknis terkait dan/atau

penilai.

Pasal 16

Prosedur sewa BMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Persetujuan/penolakan usulan sewa menjadi
kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Kekayaan Negara,;

b. Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan dengan disertai data lengkap kepada
Pimpinan unit kerja Eselon | terkait, tembusan Sesjen;

c. Pimpinan unit kerja Eselon | meneliti dan melakukan
evaluasi kelayakan terhadap usulan sewa BMN
tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/ atau
diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka
Pimpinan unit Eselon | memerintahkan perbaikan
kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB yang
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bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan
dan Perlengkapan;

Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Sesjen;

Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan
Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan permohonan
dengan melibatkan unit kerja terkait;

Menteri Perhubungan c¢.q. Sesjen mengajukan
permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Kekayaan Negara;dan

Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Kekayaan Negara memberikan persetujuan, kemudian
Sesjen segera membuat Surat Keputusan Sewa dan
diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit
kerja Eselon | terkait untuk dilakukan kontrak

perjanjian sewa menyewa.

Prosedur sewa BMN Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf b, ditetapkan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

Persetujuan/penolakan usulan sewa menjadi
kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
dan Sistem Informasi;

Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan dengan disertai data dukung lengkap
kepada Pimpinan unit kerja Eselon | terkait, tembusan
Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;

Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan
evaluasi kelayakan terhadap usulan sewa BMN
tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/atau
diperlukan oleh unit kerja di lingkungannya, maka
Pimpinan unit kerja Eselon | memerintahkan
perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB
yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro

Keuangan dan Perlengkapan;
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Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Sesjen;

Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan
Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan
melibatkan unit kerja terkait;

Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal
Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan
Negara dan Sistem Informasi;dan

Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Sistem Informasi memberikan persetujuan, kemudian
Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan segera
membuat Surat Keputusan Sewa dan diteruskan
secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon |
terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian sewa

menyewa.

Prosedur sewa BMN Klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf c, ditetapkan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

Persetujuan sewa menjadi kewenangan Kakanwil
DJKN;

Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan dengan disertai data lengkap kepada
Pimpinan unit kerja Eselon | terkait, tembusan Kepala
Biro Keuangan dan Perlengkapan;

Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan
evaluasi kelayakan terhadap usulan sewa BMN
tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/atau
diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka
Pimpinan unit kerja Eselon | memerintahkan
perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB
yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro

Keuangan dan Perlengkapan;
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Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Kakanwil DJKN
terkait;dan

Setelah Kakanwil DJKN memberikan persetujuan,
kemudian Pimpinan unit kerja Eselon | terkait segera
membuat Surat Keputusan Sewa untuk dilakukan

kontrak perjanjian sewa menyewa.

Prosedur sewa BMN Klasifikasi 4 sebagaimana dimaksud

pada Pasal 14 huruf d, ditetapkan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.
b.

Persetujuan sewa menjadi kewenangan Kepala KPKNL;
Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan dengan disertai data lengkap kepada
Pimpinan unit kerja Eselon | terkait, tembusan Kepala
Biro Keuangan dan Perlengkapan;

Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan
evaluasi kelayakan terhadap usulan sewa BMN
tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/atau
diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka
Pimpinan unit kerja Eselon | memerintahkan
perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB
yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro
Keuangan dan Perlengkapan;

Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Kepala KPKNL
terkait;dan

Setelah Kepala KPKNL memberikan persetujuan,
kemudian Pimpinan unit Eselon | segera membuat
Surat Keputusan Sewa untuk dilakukan kontrak

perjanjian sewa menyewa.
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Bagian Kedua

Pinjam Pakai

Pasal 17
Pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
huruf b, merupakan bentuk pemanfaatan berupa penyerahan
penggunaan barang antar pemerintah pusat dan Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut

berakhir diserahkan kembali kepada Pengguna Barang.

Pasal 18
Untuk pinjam pakai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17, dibedakan dalam 4 (empat) Kklasifikasi sebagaimana
dimaksud pada lampiran Il b Peraturan Menteri ini yaitu:
a. Kilasifikasi 1 berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari
nilai  perolehan BMN per usulan di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah);dan/atau

2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan
di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Klasifikasi 2 berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari
nilai perolehan BMN per usulan diatas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai
dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah);dan/atau

2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);


http://www.peraturan.go.id

o1 2016, No.1614

c. Klasifikasi 3 berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari
nilai  perolehan BMN per usulan di atas
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampali
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan
di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah);

d. Klasifikasi 4 berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari
nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);dan/atau

2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan
sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima

ratus juta rupiah);

Pasal 19

Untuk pinjam pakai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. BMN harus dalam kondisi belum/tidak digunakan oleh
Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Kantor/UPT/Satker/KPB yang bersangkutan;

b. Tanah dan/atau bangunan yang dapat dipinjam pakaikan
meliputi sebagian tanah dan/atau bangunan yang
merupakan sisa dari tanah dan/atau bangunan yang sudah
digunakan oleh Pengguna Barang dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya,;

c. Jangka waktu pinjam pakai BMN paling lama 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dan dapat

diperpanjang;
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Dalam hal jangka waktu pinjam pakai BMN akan
diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu
pinjam pakai harus sudah diterima Pengelola Barang paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai
berakhir;

Tanah dan/atau bangunan yang dipinjam pakaikan harus
digunakan sesuai peruntukan dalam perjanjian pinjam
pakai dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah
dan/atau mengurangi bentuk bangunan;

Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa
pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab
peminjam;dan

Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus
mengembalikan BMN yang dipinjam dalam kondisi semula
sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian dan

dibuatkan berita acara serah terima.

Pasal 20

Prosedur pinjam pakai BMN Klasifikasi 1 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ditetapkan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan/penolakan usulan pinjam pakai menjadi
kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Kekayaan Negara,;

b. Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan usulan pinjam pakai dengan disertai data
lengkap kepada Pimpinan unit Eselon | terkait,
tembusan Sesjen;

c. Pimpinan unit kerja Eselon | meneliti dan melakukan
evaluasi kelayakan terhadap usulan pinjam pakai BMN
tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/atau
diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka
Pimpinan unit kerja Eselon | memerintahkan
perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB
yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro

Keuangan dan Perlengkapan;
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Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Sesjen;

Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan
Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan
melibatkan unit kerja terkait;

Menteri Perhubungan c¢.q. Sesjen mengajukan
permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Kekayaan Negara;dan

Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Kekayaan Negara memberikan persetujuan, kemudian
Sesjen segera membuat Surat Keputusan pinjam pakai
dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan
unit kerja Eselon | terkait untuk dilakukan kontrak

pinjam pakai.

Prosedur pinjam pakai BMN Klasifikasi 2 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditetapkan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a.

Persetujuan/penolakan usulan pinjam pakai menjadi
kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
dan Sistem Informasi;

Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan usulan pinjam pakai dengan disertai data
lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon | terkait,
tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan
evaluasi kelayakan terhadap usulan pinjam pakai BMN
tersebut,apabila terbukti dinilai tidak layak dan/atau
diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka
Pimpinan unit kerja Eselon | memerintahkan
perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB
yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro
Keuangan dan Perlengkapan;

Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
dalam huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon

I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
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Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan
Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan
melibatkan unit kerja terkait;

Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan

mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal

Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan

Negara dan Sistem Informasi;dan

Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan

Sistem Informasi memberikan persetujuan, kemudian

Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan segera

membuat Surat Keputusan pinjam pakai dan

diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit
kerja Eselon | terkait untuk dilakukan kontrak pinjam
pakai.

Prosedur pinjam pakai BMN Klasifikasi 3 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditetapkan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan pinjam pakai menjadi kewenangan
Kakanwil DJKN;

b. Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan usulan pinjam pakai dengan disertai
data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon |
terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan
Perlengkapan;

c. Pimpinan unit kerja Eselon | meneliti dan
melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan
pinjam pakai BMN tersebut, apabila terbukti
dinilai tidak layak dan/atau diperlukan oleh unit
kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja
Eselon | memerintahkan perbaikan kepada Kepala
Kantor/UPT/Satker/KPB  yang bersangkutan
dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan
Perlengkapan;

d. Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam huruf c, selanjutnya Pimpinan
unit kerja Eselon | mengajukan permohonan
kepada Kakanwil DJKN terkait;dan
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e. Setelah Kakanwil DJKN memberikan persetujuan,
kemudian Pimpinan unit kerja Eselon | terkait
segera membuat Surat Keputusan pinjam pakai
dan untuk dilakukan kontrak pinjam pakali,
dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan

Perlengkapan.

Prosedur pinjam pakai BMN Klasifikasi 4 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 pada huruf d ditetapkan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a.

Persetujuan pinjam pakai menjadi kewenangan Kepala
KPKNL,;

Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan usulan pinjam pakai dengan disertai data
lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon | terkait,
tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan
evaluasi kelayakan terhadap usulan pinjam pakai BMN
tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/atau
diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka
Pimpinan unit kerja Eselon | memerintahkan
perbaikan kepada Kepala Kantor/ UPT/Satker/KPB
yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro
Keuangan dan Perlengkapan;

Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Kepala KPKNL
terkait;dan

Setelah Kepala KPKNL memberikan persetujuan,
Pimpinan unit kerja Eselon | terkait segera membuat
Surat Keputusan pinjam pakai dan untuk dilakukan
kontrak pinjam pakai, dengan tembusan Kepala Biro

Keuangan dan Perlengkapan.
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Bagian Ketiga

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 21

Kerjasama pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2) huruf c, merupakan pendayagunaan BMN oleh
pihak

peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka

Pasal 22

Kerjasama Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21, BMN dibedakan dalam 4 (empat) Klasifikasi yaitu:

a.

Klasifikasi 1 berupa:

1)

tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara
proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di
atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah);dan/atau

BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan dikerjasamakan
pemanfaatannya per usulan di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Klasifikasi 2 berupa:

1)

tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara
proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan
diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah);dan/atau

BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan dikerjasamakan
pemanfaatannya per usulan di atas
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Klasifikasi 3 berupa:

1)

tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang

akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara
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proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di
atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan dikerjasamakan
pemanfaatannya per usulan di atas
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah);

d. Klasifikasi 4 berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara
proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan
sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah);dan/atau

2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan dikerjasamakan
pemanfaatannya per usulan  sampai dengan
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah).

Pasal 23

Kerjasama pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kerjasama pemanfaatan tidak mengubah status kepemilikan
BMN yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;

b. Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan
kerjasama pemanfaatan merupakan BMN sejak awal
pengadaannya;

c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan BMN paling lama 30
(tiga puluh) tahun untuk KSP dan 50 (lima puluh) tahun
untuk KSPI sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat
diperpanjang;

d. Penerimaan negara yang wajib disetorkan ke rekening kas
umum negara oleh mitra kerjasama pemanfaatan BMN
selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan, terdiri dari:

1) kontribusi tetap; dan
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2) pembagian keuntungan hasil pendapatan kerjasama
pemanfaatan BMN.

Kewenangan Pengelola Barang (Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara) dalam rangka

Kerjasama Pemanfaatan, yaitu:

1) Perhitungan nilai BMN dalam rangka penentuan besaran
kontribusi tetap dilakukan oleh penilai yang ditugaskan
oleh Pengelola Barang;

2) Penetapan besaran kontribusi tetap atas BMN selain
tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna
Barang dengan persetujuan Pengelola Barang

berdasarkan hasil perhitungan penilai.

Pasal 24

Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN Klasifikasi 1

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan/penolakan usulan Kerjasama
Pemanfaatan menjadi kewenangan Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;

b. Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan dengan disertai data lengkap kepada
Pimpinan unit kerja Eselon | terkait, tembusan Sesjen;

c. Pimpinan unit kerja Eselon | meneliti dan melakukan
evaluasi kelayakan terhadap wusulan Kerjasama
Pemanfaatan BMN tersebut,apabila terbukti dinilai
tidak layak dan/atau diperlukan oleh unit Kerja
dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon |
memerintahkan perbaikan kepada Kepala
Kantor/UPT/Satker/KPB yang bersangkutan dengan
tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;

d. Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Sesjen;

e. Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan
Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan

melibatkan unit kerja terkait;
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Menteri Perhubungan c¢.q. Sesjen mengajukan
permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Kekayaan Negara;dan

Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Kekayaan Negara memberikan persetujuan, kemudian
Sesjen segera membuat Surat Keputusan Kerjasama
Pemanfaatan dan diteruskan secara berjenjang kepada
Pimpinan unit kerja Eselon | terkait untuk dilakukan

kontrak perjanjian Kerjasama Pemanfaatan.

Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN Klasifikasi 2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Persetujuan/penolakan usulan Kerjasama
Pemanfaatan menjadi kewenangan Direktur
Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi;
Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan dengan disertai data lengkap kepada
Pimpinan unit kerja Eselon | terkait, tembusan Kepala
Biro Keuangan dan Perlengkapan;

Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan
evaluasi kelayakan terhadap wusulan Kerjasama
Pemanfaatan BMN tersebut. Apabila terbukti dinilai
tidak layak dan/atau diperlukan oleh unit Kkerja
dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon |
memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/
UPT/Satker/KPB yang bersangkutan dengan
tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Sesjen;

Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan
Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan
melibatkan unit kerja terkait;

Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
mengajukan permohonan kepada Direktur Pengelolaan

Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;dan
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Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Sistem Informasi memberikan persetujuan, kemudian
Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan segera
membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan
dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan
unit kerja Eselon | terkait untuk dilakukan kontrak

perjanjian Kerjasama Pemanfaatan.

Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN Klasifikasi 3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan menjadi
kewenangan Kakanwil DJKN;

Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan dengan disertai data lengkap kepada
Pimpinan unit kerja Eselon | terkait, tembusan Kepala
Biro Keuangan dan Perlengkapan;

Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan
evaluasi kelayakan terhadap wusulan Kerjasama
Pemanfaatan BMN tersebut. Apabila terbukti dinilai
tidak layak dan/atau diperlukan oleh unit Kkerja
dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon |
memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/
UPT/Satker/KPB yang bersangkutan dengan
tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Kakanwil DJKN;dan
Setelah Kakanwil DJKN memberikan persetujuan,
kemudian Pimpinan unit kerja Eselon | terkait segera
membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan
dan untuk  dilakukan perjanjian Kerjasama
Pemanfaatan, dengan tembusan Kepala Biro Keuangan

dan Perlengkapan.

Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN Klasifikasi 4

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada huruf d

ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan menjadi
kewenangan Kepala KPKNL;

b. Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan dengan disertai data lengkap kepada
Pimpinan unit kerja Eselon | terkait, tembusan Kepala
Biro Keuangan dan Perlengkapan;

c. Pimpinan unit kerja Eselon | meneliti dan melakukan
evaluasi kelayakan terhadap wusulan Kerjasama
Pemanfaatan BMN tersebut. Apabila terbukti dinilai
tidak layak dan/atau diperlukan oleh unit Kkerja
dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon |
memerintahkan perbaikan kepada Kepala
Kantor/UPT/Satker/KPB yang bersangkutan dengan
tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;

d. Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Kepala KPKNL
terkait;dan

e. Setelah Kepala KPKNL memberikan persetujuan,
kemudian Pimpinan unit kerja Eselon | segera
membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan
dan untuk  dilakukan perjanjian Kerjasama
Pemanfaatan, dengan tembusan Kepala Biro Keuangan

dan Perlengkapan.

Bagian Keempat
Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah (BGS/BSG)

Pasal 25
BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf
d merupakan pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh
pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana,
berikut fasilitasnya. Kemudian didayagunakan oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan

diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
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Pasal 26

BGS/BSG BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BMN

dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:

a.

Klasifikasi 1 berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai
BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional
dari nilai perolehan BMN per usulan di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah);dan/atau

Klasifikasi 2 berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai
BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional
dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Pasal 27

Prosedur BGS/BSG BMN Klasifikasi 1 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf a ditetapkan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan/penolakan usulan BGS/BSG menjadi
kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Kekayaan Negara,;

b. Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan dengan disertai data lengkap kepada
Pimpinan unit kerja Eselon | terkait, tembusan Sesjen;

c. Pimpinan unit kerja Eselon | meneliti dan melakukan
evaluasi kelayakan terhadap usulan BGS/BSG BMN
tersebut,apabila terbukti dinilai tidak layak dan/atau
diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka
Pimpinan unit kerja Eselon | memerintahkan
perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB
yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro
Keuangan dan Perlengkapan;

d. Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Sesjen;

e. Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan
Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan

melibatkan unit kerja terkait;
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Menteri Perhubungan c.q. Sesjen menyerahkan tanah
yang akan dijadikan objek BGS/BSG disertai usulan
BGS/BSG dan dokumen pendukung kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;dan
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan
Negara memberikan persetujuan pelaksanaan
BGS/BSG.

Prosedur BGS/BSG BMN Klasifikasi 2 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf b ditetapkan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a.

Persetujuan/penolakan usulan BGS/BSG menjadi
kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
dan Sistem Informasi;

Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan usulan BGS/BSG dengan disertai data
lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon | terkait,
tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan
evaluasi kelayakan terhadap usulan BGS/BSG BMN
tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/atau
diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka
Pimpinan unit kerja Eselon | memerintahkan
perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB
yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro
Keuangan dan Perlengkapan;

Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Sesjen;

Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Sesjen;

Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan
Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan
melibatkan unit kerja terkait;

Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
menyerahkan tanah yang akan dijadikan objek
BGS/BSG disertai usulan BGS/BSG dan dokumen


http://www.peraturan.go.id

2016, No.1614 _34-

pendukung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara
c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi;dan

h. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi memberikan persetujuan pelaksanaan
BGS/BSG.

Pasal 28
Klasifikasi pelimpahan kewenangan Pemanfaatan BMN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam
Lampiran Il a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 29
(1) Setelah memperoleh Persetujuan/Rekomendasi
pemanfaatan, untuk pelaksanaannya ditetapkan Keputusan
Pemanfaatan BMN dan Kontrak Perjanjian Pemanfaatan.
(2) Penandatanganan Surat Keputusan Sewa dilakukan oleh:
a. Menteri Perhubungan c.g. Sesjen untuk BMN berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan disewakan dihitung secara proporsional dari
nilai perolehan BMN saat pertama kali diusulkan
dengan nilai di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah);

2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan disewakan saat pertama
kali diusulkan dengan nilai di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah);dan/atau

3) BMN vyang berada di luar negeri dengan nilai
perolehan saat pertama kali diusulkan di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
untuk BMN berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang

akan disewakan dihitung secara proporsional dari

nilai perolehan BMN saat pertama kali diusulkan
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di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah);

2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan disewakan saat
pertama kali diusulkan di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah);dan/atau

3) BMN vyang berada di luar negeri dengan nilai
perolehan saat pertama kali diusulkan sampai
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah);

c. Direktur Jenderal, Kepala Badan di lingkungan
Kementerian Perhubungan untuk BMN selain tanah
dan/atau bangunan, dengan nilai perolehan saat
pertama kali diusulkan sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(3) Penandatanganan Surat Keputusan Pinjam Pakai dilakukan
oleh:

a. Menteri Perhubungan a.n Sesjen untuk BMN berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional
dari nilai perolehan BMN saat pertama Kkali
diusulkan dengan nilai di atas Rp25.000.000.000,-
00 (dua puluh lima miliar rupiah);

2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan dipinjam pakai saat
pertama kali diusulkan dengan nilai di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh Ilima miliar
rupiah);dan/atau

3) BMN yang berada di luar negeri dengan nilai
perolehan saat pertama kali diusulkan di atas
Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

b. Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
untuk BMN berupa:
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1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional
dari nilai perolehan BMN saat pertama Kkali
diusulkan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00
(dua puluh lima miliar rupiah);

2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan dipinjam pakai saat
pertama kali diusulkan di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah);dan/atau

3) BMN vyang berada di luar negeri dengan nilai
perolehan saat pertama kali diusulkan sampai
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

Direktur Jenderal, Kepala Badan di lingkungan

Kementerian Perhubungan untuk BMN selain tanah

dan/atau bangunan, dengan nilai perolehan saat

pertama kali diusulkan sampai dengan

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(4) Penandatanganan Surat Keputusan Kerjasama pemanfaatan

dilakukan oleh:

Menteri Perhubungan c.g. Sesjen untuk BMN berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan dikerjasamakan pemanfaatan dihitung secara
proporsional dari nilai perolehan BMN saat pertama
kali diusulkan dengan nilai di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah);

2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan dikerjasamakan
pemanfaatan saat pertama kali diusulkan dengan
nilai di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima

miliar rupiah);dan/atau
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3) BMN yang berada di luar negeri dengan nilai
perolehan saat pertama kali diusulkan di atas
Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

b. Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
untuk BMN berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang
akan dikerjasamakan pemanfaatan dihitung secara
proporsional dari nilai perolehan BMN saat pertama
kali diusulkan di atas Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh Ilima miliar
rupiah);

2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN yang akan dikerjasamakan
pemanfaatan saat pertama kali diusulkan di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar rupiah)
sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah);dan/atau

3) BMN yang berada di luar negeri dengan nilai
perolehan saat pertama kali diusulkan sampai
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar
rupiah).

c. Direktur Jenderal, Kepala Badan di lingkungan
Kementerian Perhubungan untuk BMN selain tanah
dan/atau bangunan, dengan nilai perolehan saat
pertama kali diusulkan sampai dengan
Rp10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).

(5) Penandatanganan Kontrak Perjanjian Sewa, Kontrak
Perjanjian Pinjam Pakai dan Kontrak Perjanjian Kerjasama
Pemanfaatan dilakukan oleh Pimpinan unit kerja terkait;dan

(6) Penerbitan Surat Keputusan BGS/BSG dan Kontrak
Perjanjian BGS/BSG dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 30
Klasifikasi pelimpahan kewenangan penandatanganan Surat

Keputusan Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 29 tercantum dalam Lampiran Il b yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 31
Penghapusan BMN merupakan tindakan menghapus BMN dari
daftar barang dengan menerbitkan Keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan

fisik yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 32

Persetujuan/penolakan usulan pemusnahan atau penghapusan

BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat

diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain:

a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap,mencair;

b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;

c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas
tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak
dapat dilakukan Pemindahtanganan;

d. harus dihapuskan Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik
Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan
Pemindahtanganan;

e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak
berat dan/ atau membahayakan lingkungan sekitar;

f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas
tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk
Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah
Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah
bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi
pemerintah;

g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

h. sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);dan/atau
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i. termasuk sebab-sebab Ilain yang secara normal dapat
diperkirakan menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN
berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai
dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa

manfaat/kegunaan telah berakhir.

Pasal 33
Dalam usulan penghapusan BMN sebagaimana tersebut dalam
Pasal 31, untuk mendapatkan persetujuan dari pengelola sesuali
dengan batas kewenangannya, BMN dibedakan dalam 4 (empat)
klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran IVs a
Peraturan Menteri ini yaitu:
a. Kilasifikasi 1 berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN
per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah);

2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah);dan/atau

3) BMN yang berada di luar negeri nilai perolehan BMN per
usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

b. Klasifikasi 2 berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN
per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah);

2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah);dan/atau

3) BMN yang berada di luar negeri nilai perolehan BMN per
usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

c. Klasifikasi 3 berupa:
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1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN
per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah);dan/atau

2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah).

d. Klasifikasi 4 berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN
per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah);

2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN per usulan sampai dengan
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);dan/atau

3) BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan
BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Pasal 34
Klasifikasi pelimpahan kewenangan Penghapusan BMN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam
Lampiran IV a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 35
(1) Prosedur tahapan penghapusan BMN Klasifikasi 1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a ditetapkan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penetapan persetujuan/rekomendasi usulan
penghapusan menjadi kewenangan Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
b. Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan

permohonan penghapusan dengan disertai
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data/dokumen kepada pimpinan unit kerja Eselon |
terkait;

Eselon | meneliti dan melakukan evaluasi terhadap
usulan penghapusan tersebut,apabila terbukti tidak
sesuai dengan persyaratan, Pimpinan unit kerja Eselon
I memerintahkan perbaikan kepada Kepala
Kantor/UPT/Satker/KPB yang bersangkutan dengan
tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Sesjen;

Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan
Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan
melibatkan unit kerja terkait;

Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan
permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Kekayaan Negara;dan

Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Kekayaan Negara menerbitkan persetujuan/
Rekomendasi, kemudian Sesjen segera menerbitkan
Keputusan Penghapusan dan disampaikan secara

berjenjang.

Prosedur tahapan penghapusan BMN Klasifikasi 2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Penetapan persetujuan/Rekomendasi usulan
penghapusan menjadi kewenangan Direktur
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan dengan disertai data/dokumen kepada
pimpinan unit kerja Eselon | terkait;

Eselon | meneliti dan melakukan evaluasi terhadap
usulan penghapusan tersebut. Apabila terbukti tidak
sesuai dengan persyaratan, Pimpinan unit kerja Eselon
I memerintahkan perbaikan kepada Kepala
Kantor/UPT/Satker/KPB yang bersangkutan dengan

tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
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Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon |
mengajukan permohonan kepada Sesjen;

Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan
Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan
melibatkan unit kerja terkait;

Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal
Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan
Negara dan Sistem Informasi;dan

Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Sistem Informasi menerbitkan persetujuan/
Rekomendasi, kemudian Pengguna Barang segera
menerbitkan Keputusan Penghapusan dan

disampaikan secara berjenjang.

Prosedur tahapan penghapusan BMN Kilasifikasi 3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Penetapan persetujuan/rekomendasi usulan
penghapusan menjadi kewenangan Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(Kakanwil DJKN);

Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan
permohonan dengan disertai data/dokumen kepada
Kakanwil DJKN dengan tembusan pimpinan unit kerja
Eselon | terkait;dan

Setelah Kakanwil DJKN menerbitkan surat
persetujuan/rekomendasi, Kepala Kantor/UPT/
Satker/KPB segera mengajukan usulan dimaksud
kepada pimpinan unit kerja Eselon | terkait,
selanjutnya pimpinan unit kerja Eselon | mengusulkan
kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan,

untuk mendapatkan Surat Keputusan.

Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 4

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut:
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Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan menjadi
kewenangan Kepala KPKNL;

Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan usulan
penghapusan dengan disertai data/dokumen kepada
Kepala KPKNL dengan tembusan pimpinan unit kerja
Eselon | terkait;dan

Setelah Kepala KPKNL menerbitkan surat
persetujuan/Rekomendasi, Kepala Kantor/UPT/
Satker/KPB segera mengajukan usulan dimaksud
kepada pimpinan unit kerja Eselon | terkait, dengan
tembusan Biro Keuangan dan Perlengkapan, untuk

mendapatkan Surat Keputusan.

Pasal 36

(1) Setelah memperoleh Persetujuan/Rekomendasi

penghapusan, untuk pelaksanaannya ditetapkan keputusan

penghapusan BMN oleh Menteri Perhubungan.

(2) Penandatanganan Keputusan Penghapusan dilakukan oleh:

a.

b.

Menteri Perhubungan c.g. Sesjen untuk BMN berupa:

1) tanah dan/atau bangunan;dan/atau

2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai
perolehan BMN per usulan di atas
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan

untuk BMN berupa:

1) selain tanah dan/atau bangunan, nilai perolehan
BMN per usulan sampai dengan Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah);dan/atau

2) BMN yang mempunyai bukti kepemilikandengan
nilai perolehan per usulan di atas
Rp250.000.000,00 (dua ratus Ilima puluh juta
rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

Direktur Jenderal, Kepala Badan di lingkungan

Kementerian Perhubungan untuk BMN dengan nilai

perolehan per usulan sampai dengan Rp250.000.000,00

(dua ratus juta rupiah), kecuali:
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1) BMN yang mempunyai bukti kepemilikan;atau
2) BMN yang dihapus dengan tindak lanjut tanpa
pemindahtanganan, berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
Klasifikasi pelimpahan kewenangan penandatangan keputusan
penghapusan BMN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
tercantum dalam Lampiran IV b yang merupakan bagian tidak

terpisahkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

(1) Tindak lanjut penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 dapat dilakukan pemindahtangan atau tanpa
pemindahtanganan/dimusnahkan;

(2) Termasuk dalam pemindahtangan dengan cara penjualan,
dipertukarkan, dihibahkan/disumbangkan, penyertaan
modal pemerintah;

(3) Pemusnahan dapat dilakukan dalam hal BMN tersebut
tidak dapat digunakan, atau tidak dapat dimanfaatkan atau
tidak dapat dipindahtangankan;dan/atau

(4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan dengan cara pembakaran, dihancurkan,

ditimbun dan/atau ditenggelamkan ke dasar laut.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39
Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Perhubungan yang
telah dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Biro
Keuangan dan Perlengkapan dan Kepala Kantor/Unit Pelaksana
Teknis/Satuan Kerja untuk meyampaikan usulan kepada

Pengelola Barang sesuai dengan batasan nilai kewenangan.
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Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan

untuk Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi:

1.

Pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaan Pengelola

Barang, yang terdiri atas:

a. BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan
tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan (idle);

b. BMN vyang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;

c. BMN yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;dan

d. BMN yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengelolaan BMN berupa Rumah Negara, yang terdiri

atas:

a. Pengalihan status penggunaan BMN berupa Rumah
Negara Golongan Il kepada Pengguna Barang Rumah
Negara Golongan Il (Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat);dan

b. Pemindahtanganan BMN dalam bentuk penjualan BMN

berupa Rumah Negara Golongan Ill kepada penghuninya.

Pasal 41

Dasar nilai yang digunakan dalam kewenangan pengelolaan

BMN dalam Keputusan Menteri ini adalah nilai perolehan,

kecuali untuk kondisi berikut ini:

1.

2.

3.

Apabila BMN diperoleh dengan tanpa diketahui nilainya,
maka nilai yang digunakan adalah sebesar nilai wajar pada
saat BMN tersebut diperoleh;

Apabila terhadap BMN telah dilaksanakan penilaian kembali
(revaluasi) berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku
secara nasional, maka nilai yang digunakan adalah nilai
berdasarkan hasil penilaian kembali;dan/atau

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan awal suatu
BMN yang memperpanjang masa manfaat atau yang
kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang

akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
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peningkatan standar kinerja maka nilai yang digunakan

adalah:

a. nilai perolehan ditambah kapitalisasi biaya;

b. nilai wajar pada saat BMN tersebut diperoleh ditambah
kapitalisasi biaya bila BMN diperoleh dengan tanpa nilai;
atau

c. nilai hasil penilaian kembali ditambah kapitalisasi biaya
bila terhadap BMN telah dilaksanakan penilaian kembali

berdasarkan ketentuan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM. 52 Tahun 2015 tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam
Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan
Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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= o Mad IOM

*»3Ms=sd 10M
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Ny

USULAN DARI

NILA! PEROLEHAN PER USULAN

DirekturJenderal /KepalaBadan

KepalaKanlor/ L1 BatuanKerja

TANAH DAN/ SELAIN TANAH BMN YANG
YANG MENYETLIIUL ATAU DAN ¢ BERADA
BAMNGUNAN ATAL BANGLNAN DI LUAR NEGERI
(Rp) (Rp) R}
M
Kerjusamas Pemaniaatan 10 jﬁm.a. A =5 Mad 10 M
B=(/ RS s, 25 M -
Krrjasama Penvediaan .
Infrastrukrur 5d. 23 M
Reprla Kanwil Ditjen Eckajaan
Megara )
Sewa " =S Msd 10M) =25M3d 3N -
Finjam Paksi =3 M sd. 10 M »2aM=zd oM -
Kerjasama Pemanfantan | » S0 s.d, 10 M =3,53Msd 5 M
Kepala Kanter Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang .
Seary w4, 5 M sd 2,3 M -
Pinjarn Pakai | 2l O M s.d. 2.5M -
Kerjasama Pemuanlaslan _ ad 3 M sd. 2.5 M -
3
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LAMPIRAN I 1

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR

TENTANG : PELIMPAHAN  SLEBAGIAN
WEWENANG MENTER] PERHUBUNGAR

DALAM RAMNCGRA FENCGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA Il
LIMGGKTIN(EAN KEMENTERIAN
MEEHUBUNCAN

PENANDATANGAMAN SURAT KEPLTUSAN PEMANFAATAN SEWA

MILAI PEROLEHAN PER USULAM . . . S
.. A TANAR:DAN, | - SELAINTANAN 1 gy yanG pErADA DILUAR ~KETERANGANY
REWEHANGAN * ATAU BANGUNAN | ., Do/ - _ NEGERI. - - %
. ATAU BANGUNAN K !
Menterilerhubungant . .| -
L | Bekreraris Jemileral #da M 25 M Z oM — | —
9 Sckretaris)enderale.q. Kepala «~ 10 M =d, 25 M ~ 10 M s.d. 295 M g, L0 M
' Birag Keuangan dun Perlengkapan : e ) e B
3. i Dirc = ! ala He ;. ol
Dircktur Jenderalf Kepala Hadan .. 10 M sl 100 T
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PIM AN PAKAL

NILAF PERULEHAN PER USULAN : NGAN
: MO =T T ENAN AT TANAH DAN; _ | SELAIN TANAH DAR/ | BN YANG BERADA DIDUAR | KETRREAND
S ATAU BANGUNAN |- ATAU BANGUNAN | . " NEGER]
Menteniberhubungane.g. . . . "
B _.i- Sekrelans Jenderal g m..uu___.,m i =loM 1M
Hekretarislenderale.q. Kepala Rirn - =
2. Keyangsn dan Fererpkapin =103 sd 25 M =10 E..m.n_. a3 M sl O |
3. | Direlrur Jenderalfepala Bacdan 2d. 108 s.d. 10 M .
LERJASAMA PEMANFAATAN
NILAI PEROLEHAM PRR ITSULAN . : . m : o
... RSN SRAN - | L TaNAn DAN mwﬁwpﬂmﬂwwm i BMHN YANG.BERADA DILUAR - KETERANGAN
: a: ” ATAU BANGUNAN HBANGUNAN - " NEGERIL ;
MenteriPerhubungane.g. " . ~ 10 M
H Sekreluris Jenderal ~2em oM - _ -
7. Sekreturisdenderale.g. Kepala Biro o 10 M sd. 25 M =10 M ad 25 W sql, 10 M
Keuvangan dan Perlengkapan -
3, | Direkiur Jenderalf Kepala Baden gL FO M g 1GM ; - ]
7
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KERJASAMA PENYEDIAAN [NFEASTRUKTUR

|  NILAIPER USULAN - N .
HO KEWENANCGAN  TANAH DAN/ ~ DAN/ATAU BMN YANG BERADA DiLuaR | KETERARGAN,
i - ATAL W}Hﬁmﬂuuﬁz BANCLNAN EHQHWH . :
MeonferiPerhubunganc.o. .. . T B
_| Sukrctaris Jenderal . 25 M . v oM »10M .. _ S —
Sekretansdenderale., Kepala Bire i ]
Q. Keuangan dun Perlengleapan = [ M s 25 M 2 10 M s.d. 25 K ] sl 10 M
3. s.d.10 M

Dirclorur Jenderal f Kepaly Badan

g, LM

: s

MENTEER] PEEHUBUNCGAN
REPUBLIK INTHINESIA,

BLITII KARY A SULIAIDT
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LAMPIRAN ITT

FERATURAN MENTERI PLEHURUNGAN

NOLMOR

TENTANG : PELIMPAHAN SEEBAGIAN WEWENANG MENTER]
PERTIUBUNGAN DALAM RANCGEA PENGELOLAAN BARANG
MILIE NEGARA | LINGRUNGAN KEMIENTHREAN
FERHUDBLINGAN

FEMGAIJUAN T30 FEMTNDATITANGGANAN BMN
YANG TIDAK MEMERLUKAN PERSETUIUAN PRESIDEN /DIFR

-56-

NILAI PEROLEHAN PER USULAK. .
| - : [ UYL USELAIN ¢ BMNYANG
S : g % ; St . . TANAH DAN; | TANAH DAN/ |  BERADA
USUEAN DARL.: - 5 ARG METRE UL ATAUBANGUNAN ATAU | 7 DILUAR
: . : ) . BAMNCHLINAN "MECERI. "
(Rpp - Ry | - Reb |
Bkratarin Jetuders] Direkite Jenderal Kelayaan
) Megara | _ I
Penjualan =5 & =3 M
Tukar Menukar > 5 M _ =5 M =5 M _
Hibah > M =3 M
Kepala Bire kenangan dan Direlstur Pengelolaan Kelayaan
Perlenghapan Nepura dan Sistemn Inlarmas

2016, No.1614
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USULAN DARI

YANG MENYETUJUL

Penjualan

Tukar Meonulear

Hibah

=2oMsesd S M

=250Msd 5
N

NILAI PEROLEHAN PER USULAN
ERLAIN BMN YANG
TANAH DAN/ TANAH DAN/ BERADA
ATAUBANGUNAN ATAL DI LUAR
. BANGUNAN NECGERI
{Rp) " {Rp) (Rp) -
22 5MedSM | 27 H_ sl 5
>3 5 Msad.5M = ﬂm.m. S ad oM

KepailaKantor /UM Saruan e

kepalakanwilltitienKekavann
Negoro

Perjualan

=1 Msadl.2,oM

vl M sd 25 M

‘Tulear Meanuloar

> 1Mad 2,5 M

=T Med2aM

) ._...ﬁ.w_mr

Kepala
Kantor /UPT/ SaluanKerja

Kepala Kantor
PelayananKekayaan Megara
danl.elane

Penjunlan

=1Mad 2,50

=] M a.d2,5M

sl ] W

ad. 1 M

= 100 Juta s.d.
1 M
[BMN yang
tidak
I TTIE LT Ly
bulcti
kemmuilikant

Tukar Menukar

ad. 1M

g, 1 M
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N,

USULAN DARI

YANG MENYRETUIUI

NILAI PEROLEHAN PER USULAN.

Tukar Menular i

Hibxah

TANAH DAN/
ATALBANGUNAN

(Rp)

PERRY

sl 1M

SELAIN ENN YANG
TANAH DAN/ BERADA
ATAU D LUAR

" BANGUNAN WEGERI

CMRR Re).

m,....ﬂ_._ ] -

ged 1 M -

= OO Juls, g1,
108
(BRI oy H
tidalk -
mem pnyai
bukli
kemilikan)

MENTERI PERHIBLUNGAN
REFUBLIK INDONESTA

L

11
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LAMPIRAN IV &

PERATLURAN MIENTERI PRIEITTUELNGAN

NOMOR

TENTANCG @ PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENIERT
PERHUBUNGAN DALAM RANGHA PENGELOLAAN BARANG

MILIK NEGARA DI LINGELM{zA™ ETMENTERTAN
FLRHUBKHMNOIAN
PEMGATUAN USUL PEMUSHNAHAN /PENGHAPUSAN BMN KARKNA STERAR LAINNYA
i S e e __ L . iy
P KILA]l PEROLETIAN FPER USULAN !
N, USULAN DARI YANG u_Eﬁ..E..EE TANARIAN - TANAH DAN/ | manvanc merapa,
’ . o . ....__..._..m..qm.b_ MNOLA R ATATT BANGIINAK DI LUAR NEGRERT
- {Re} .- Rpy ®’p
L. | Sekretanis .londeral Thireletu)y Jenderal Rekaraonn Negora =20 M R =10 3
Wepala Rire enongan dan Direkiur Penpelolean Kekaynar: Nepan: . e Al S ]
il Ferlengkapan L clima Buslerm Inlormesi vH|ﬁ_ B £l 2500 22aMed.3M .|.ir.u.__u i |
2o | KepalaRKanlor/ UPT/ Saluenkenga  KepalaBenwil Diljen Kekovaan Negspry >3 M uad LI0M >l alsd 250 -
s, 1M -
4, faKenior! UPT: SatuenKera Kepala Kantor Polayanan Kekavaan ad. 5 M 2100 Jdulasd, 1A

Mepara danlelang

(MM vane Ldek
mempunyal bukti
komnilixan|
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LAMPIRAN IV b

PERATURAN MENTERL FERHUBUMNGARN

NORIOR

TERTANG PELIMPPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERT

PERHUBUNCGAN

MILI NEGARA

FERHUBLUNCIAMN

[PALARM RANCGKA PEMOFLOLAAN BARANG

DI LINCGELTNGAN KEMENTERIAN

PEMNANDATANCGANAN KEPLTLSAN PENGIHAPLIEAN

- KIL&I PEROLEHAN FER TISULAN

REWENANGAN
Menteri Pl o g,
| Sckrotaria Jenclerad

TANAH DAN BANGLNAN,

SELALY TaNaH DAN
BANGUNAN -

T

KETERANGAK -

Sehuuh Tanah
dan/atau Bangunan

Sekoetariz Jenderale g Kepala
Bira Kcuangan dan Perlengkapuan

Drirelctur Joendees] f Kepulufiladlen

= Al hata

s.el, a0k hala

L 1.

EMN vorwy mempunvad bukls kepemidikan

= 250 Jucaa.d. 500 .Juta

BMMN vang tidaz mempngai ki kepemililan

a.d. 2al .Juta

Tidak termasuikc BMN yang mempunyai huakti
keprinalikang

MENTERI PEEHL BUUNGAN
REPUELTE INTIOQNESLA

BUDI KARY A 80 I

13
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